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ABSTRAK 

 

Muhammad Agus Shohi Luthfi: Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam 

Syafi’i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir. Semarang: Prodi 

Akhwalus Syakhsiyah Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) 2018. 

Pernikahan merupakan persoalan yang sangat penting di masyarakat. 

Hukum-hukum baik itu positif ataupun normatif telah banyak mengatur dalam hal 

ini yaitu hukum agama, negara dan adat. Disatu sisi terdapat perbedaan dalam 

hukum yang dihasilkan oleh masing-masing metode pengambilan hukumnya. 

Sedangkan disisi lain masih ditemukan beberapa praktik kawin paksa yang 

berlandaskan konsep wali mujbir Imam Syafi’i. Namun dalam kondisi seperti ini 

konsep tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya bagi 

perempuan dalam pemilihan calon pendamping hidup. 

Berdasarkan problematika di atas, maka skripsi ini membahas tentang wali 

mujbir perspektif Imam Syafi’i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh. Bukan hanya itu 

skripsi ini juga akan meniliti bagaimana relevansi konsep wali mujbir perspektif 

kedua tokoh di atas dalam konteks ke-Indonesiaan. Imam Syafi’i merupakan 

tokoh yang berpendapat bahwa walilah yang menjadi subyek keberlangsungan 

pernikahan. Menurut beliau ayah atau kakek dari gadis yang akan di nikahkan 

tersebut dianggap lebih berpengalaman dan anak gadis masih belum tahu sama 

sekali tentang dinamika yang akan terjadi dalam pernikahan. Disisi lain kiai Sahal 

mengungkapkan bahwa meminta izin kepada anak gadis sebelum dinikahkan 

adalah sunnah. Dan beliau beranggapan alangkah lebih baik seorang wali 

meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada anak gadis yang akan 

dinikahkan sebelum dinikahkan. Karena kiai Sahal mengompromikan dua 

pendapat antara pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi yang menolak adanya 

hak ijbar bagi wali. Pendapat Imam Hanafi ini juga di amini oleh peraturan 

perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu 

Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang tidak mengakui adanya hak ijbar wali. Jadi bisa dikatakan 

konsep wali mujbir Imam Syafi’i dimata hukum postif Indonesia tidak di akui, 

namun dalam prakteknya masih ditemukan hal yang demikian. Maka dari itu 

untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi akibat dari pemaksaan 

perkawinan tersebut diperlukan persetujuan terlebih dahulu kepada calon 

mempelai yang akan menikah. 
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